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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Pasal (18) Ayat (1) menyatakan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi 

atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu 

mempunyai Pemerintahan Daerah, yang di atur dengan Undang-Undang. 

Jalan sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan terlebih-

lebih setelah menemukan kendaraan beroda diantaranya berupa kereta yang di 

Tarik kuda. Tidak jelas dikatakan bahwa peradaban mana yang lebih dahulu 

membuat jalan, akan tetapi semua peradaban tidak lepas dari keberadaan jalan 

tersebut.
1
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 

menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah , di atas 

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.  

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan perintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas 

Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
2
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 

menyatakan bahwa Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang 

saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah 

yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hirarkis. 

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, menurut 

konstitusiBerdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dalam BAB IV Mengenai Wewenang Pemerintah Daerah 

Provinsi Pasal (10) Ayat (1) yaitu sebagai berikut:  

1. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Penataan 

Ruang meliputi : 

a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/ kota, serta terhadap 

pelaksaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/ 

kota; 

b) Pelaksaan penataan ruang wilayah provinsi; 

c) Pelaksaan penataan ruang kawasaan starategis provinsi; dan 

d) Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasan kerja 

sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Pasal (18) Ayat (1) menyatakan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi 

atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu 

mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. 

Jalan Raya adalah jalur-jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat 

oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis kontrusinya sehingga dapat 

digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang 

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan 

cepat. 

Kota Padang adalah kota terbesar di Pantai Barat Pulau Sumatera 

sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan 

pintu gerbang Barat Indonesia dari Samudera Hindia. Wilayah 

Administratifnya memiliki luas 694,96 km dengan kondisi geografi berbatasan 

dengan laut dan dikelilingi pembuktian dengan ketinggian mencapai 1.853 

mdpl. Dantitik koordinat 0
0
57’0”LU100

0
21’11”BT/0,95

0
LS100,35306

0
BT 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, Kota Ini 

Memiliki Jumlah Penduduk Sebanyak 902.413 jiwa.  

Padang Merupakan kota inti dari Pengembangan Metropolitan Palapa, 

sejarah kota padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau 

Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan Muara Batang Arau 

lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya 

Belanda dibawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
3
 

Nama-nama jalan di kotapadang yaitu sebagai berikut: 
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A. Jalan Bypass. 

B. Jalan Ahmad Yani. 

C. Jalan Patimura 

D. Jalan Tunggul Hitam 

E. Jalan Andalas. 

F. Jalan Khaib Sulaiman. 

G. Jalan S. Parman. 

H. Jalan Ir. H. Juanda dan lain-lain sebagainya. 

I. Jalan protokol 

J. Jalan Jendral Sudirman 

Berdasarkan beberapa nama jalan yang diuraikan diatas ada salah satu 

jalan yang perlu diperluas atau diperlebar sebab kondisi jalan tersebut terlalu 

sempit sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan disetiap harinya, saat  

berangkat ke kantor dan saat pulang dari kantor, dan dikarenakan di jalur jalan 

tersebut bukan lagi dikhususkan untuk perkantoran akan tetapi meramba 

menjadi jalur perdagangan ekonomi dan di tempat tersebut juga ada tempat 

perkuliahan dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu dilakukan pelebaran jalan, 

guna mengurangi kemacetan setiap harinya dari berangkat kantor maupun 

pulang kantor dan agar jalur tersebut menjadi ramai lancar walaupun ada 

aktivitas perdagangan ekonomi disana. 

Jalan Khatib Sulaiman,yang semulamerupakan jalur untuk tempat 

perkantoran, seiring dengan berjalannya waktu tempat tersebut berubah fungsi 

menjadi jalur perdagangan ekonomi dan perkuliahan. Maka dari itu Jalan 

Khatib Sulaiman harus diperluas atau diperlebar agar tidak berdampak pada 
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penyempitan jalur, oleh sebab itutaman yang ada disekitar pelebaran jalan 

tersebut dihilangkan supaya jalan bertambah lebar. Oleh sebab itu,pekerjaan 

ProyekJalan Khatib Sulaiman seharusnya dikebut oleh Dinas Pekerjaan Umum 

agar jalur tersebut bebas dari kemacetan karena di sekitar jalur tersebut sudah 

berdiri beberapa bagunan baru yang bukan lagi untuk tempat perkantoran. 

Pekerjaan pelebaran Jalan Khatib Sulaiman yang telah dimulai oleh 

Dinas Pekerjaan Umum sudah dimulai dari simpang kantor Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, hingga Masjid Raya Sumatera Barat. 

Pembongkaran taman yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

(PU)dikarenakan taman kota tersebut terlalu lebar. Oleh karena itu,Dinas 

Pekerjaan Umum mempersempit taman kota tersebut agar Jalan Khatib 

Sulaiman dapat diperluas/ atau diperlebar tanpa membongkar trotoar yang ada 

di pinggiran jalan dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan pada saat  jam 

sibuk seperti pada pagi hari di hari kerja perkantoran,Jalan Khatib Sulaiman 

selalu macet karena anak sekolah dengan pegawai perkantoran, khususnya 

pada sore hari. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelebaran jalan 

dengan judul: Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kota Padang dalam Rangka Perluasan Jalan Khatib Sulaiman 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 
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B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan judul ini yaitu mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam Rangka Perluasan Jalan 

Khatib Sulaiman, adapun perumusan masalahnya: 

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Kota Padang dalam RangkaPelebaran Jalan Khatib Sulaiman 

berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang(PUPR) Kota Padang dalam rangkaPelebaran Jalan Khatib 

Sulaiman? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam rangka Pelebaran Jalan 

Khatib Sulaiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam menulis proposal ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam rangkaPelebaran Jalan 

Khatib Sulaiman berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam rangka 

Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman. 
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3. Untuk mengetahui dan memahamiupaya penyelesaian masalah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam 

Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

D. Metode penelitian  

Penulis menggunakan metode penelitian antara lain: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

(empiris), yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan 

atau gagasan-gagasan sosial yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang 

akan diteliti.  

Dalam melaksanakan penulisan ini penulis melakukan metode 

penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada 

data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat sebagai sumber utama.  

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data yang penulis kumpulkan atau didapatkan 

di lapangan dengan cara mewawancarai oknum yang harus dituju. 

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder, Data 

sekunder adalah data yang diambil melalui penelitian kepustakaan. Data 

sekunder ini dapat di golongkan ke dalam: 
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a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

seperti: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

c) Undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 

d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum 

primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan 

penulisan. 

c. Alat Pengumpulan Data 

Yaitu terdiri dari 2 macam, yaitu: 

a) Studi Dokumen 

Yaitu penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan 

melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b) Wawancara 

Yaitu dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan 

data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan 

mewawancarai pegawai Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat. 

d. Analisa Data 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



9 
 

 
 

Penulis menggunakan analisa data dengan menggunakan analisa 

data secara kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data mengenai 

hal-hal/ atau aspek-aspek yang diteliti/tanpa mengunakan data-data 

statistik. 
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